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Abstract. The absence of hospitals in West Coast (Pesisir Barat) Regency has been
causing difficulty for local communities to obtain health services. Therefore,
Lampung Health Department has established a program of mobile hospital to
overcome the problem. This study aims to analyze the implementation of mobile
hospital program in the operational area of Pesisir Barat and to analyze the
inhibiting factors in the implementation. This qualitative research using seven
indicators of program performance appraisal according to Ripley, namely:
accessibility, coverage, frequency, bias, service determination, accountability, and
suitability of the program with community needs. The data collection technique was
done through interview, documentation and observation. While the data analysis
was carried out using interactive analysis, the results of the assessment of the
mobile hospital program through the seven indicators mention that the researcher
has provided an assessment of four working dimensions, while the other three were
not working optimally. There were two inhibiting factors in the implementation of
mobile hospital program: the insufficient number of budget and medical specialists
The Lampung Health Department is expected to increase the number of program
visits, to maximize the re-coordination among related parties, to engage more
medical specialists and to create a well-organized system for the program.

Keywords: public policy, policy implementation, program, mobile hospital.

Abstrak.Tidak adanya rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat telah menyebabkan
kesulitan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh
karenanya, Dinas Kesehatan Lampung membuat program rumah sakit keliling untuk
mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan program rumah sakit keliling di wilayah operasional Pesisir Barat dan
untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif
ini menggunakan tujuh indikator penilaian kinerja program menurut Ripley, yaitu:
aksesibilitas, cakupan, frekuensi, bias, penentuan layanan, pertanggungjawaban,
dan kesesuaian dari program dengan kebutuhan masyarakat. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis
data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penilaian program
rumah sakit keliling melalui tujuh indikator tersebut, peneliti telah memberikan
penilaian terhadap empat dimensi kerja, sementara tiga lainnya tidak berjalan
optimal. Ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program kelola rumah
sakit; jumlah anggaran dan dokter spesialis Departemen Kesehatan Lampung yang
tidak mencukupi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan program, untuk
memaksimalkan koordinasi ulang antar pihak terkait, untuk melibatkan lebih
banyak spesialis medis dan menciptakan sistem yang terorganisasi dengan baik
untuk program ini.

Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi program, rumah sakit keliling.
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1. Pendahuluan

Latar Belakang
Program rumah sakit keliling dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.
16 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Mobile Clinic
(Rumah Sakit Keliling) dimana program ini merupakan program unggulan pemerintah
Provinsi Lampung dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka membantu
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung terutama bagi
masyarakat DOB, dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi
masyarakat setempat. Program ini di laksanakan melalui Seksi Program Kesehatan
Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pihak
penyelenggara.

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu DOB yang ada di Provinsi Lampung,
dimana Kabupaten Pesisir Barat sendiri merupakan daerah yang belum memiliki rumah
sakit. Dampak dari ketidaktersediannya rumah sakit di kabupaten Pesisir Barat tersebut
berdampak kepada sulitnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
bagi masyarakat setempat. Sehingga atas dasar tersebut kabupaten Pesisir Barat menjadi
salah satu sasaran dari penyelenggaraan program rumah sakit keliling.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, mengatakan bahwa Program
Rumah Sakit keliling ini dimaksudkan untuk membantu mendekatkan akses pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk spesialis dasar (dalam hal ini meliputi
spesialis anak, penyakit dalam, kebidanan/kandungan, dan bedah) serta bentuk
pelayanan lain seperti tht, radiologi dan anastesi terutama bagi DOB yang belum
memiliki Rumah Sakit, dan juga di siagakan untuk membantu mengatasi kondisi
kegawat daruratan, yang disebabkan karena terjadinya bencana, konflik dan lain
sebagainya dengan penunjang kesehatan yang cukup lengkap (Radar Lampung, Senin,7
Maret 2015 hal. 4).

Di dalam penyelenggaraan program rumah sakit keliling pembiayaan
operasional bersumber dari APBD Provinsi Lampung dan demi kelancaran dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program rumah sakit keliling ini, Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit di
Provinsi Lampung diantaranya, RSUD Abdul Moeloek, RSUD Menggala, RSUD dr. A.
Dadi Tjokrodipo dan RSUD Liwa untuk penyediaan dokter spesialis, sedangkan untuk
ketersediaan paramedis juga melibatkan puskesmas rawat inap setempat di setia DOB
yang dikunjungi, dimana Puskesms setempat juga dijadikan sebagai lokasi
penyelenggaraan kegaitan (base camp) dari rumah sakit keliling ini (Dinas Kesehatan
Prov. Lampung, 2016).

Didalam pelaksanaan kegiatan di tiga DOB, yaitu Pesisir Barat, Mesuji dan
Tulang Bawang Barat. Dalam perencanaanya, program rumah sakit keliling melakukan
kunjungan sebanyak delapan kali kunjungan dalam satu tahun di bagi dalam tiga DOB
tersebut dengan pelayanan selama 3 hari di lokasi,yang dilaksanakan dari pagi hingga
sore hari dimana dalam kegiatannya ada hari pertama melakukan screening atau
pemeriksaan pasien di Puskesmas rawat inap setempat, hari kedua pelayanan
spesialistik dan tindakan operasi, dan hari ketiga pemulihan pasca operasi, pencatatan
serta dokumentasi rekam medik(Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2016).

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki visi yaitu menuju “masyarakat
Lampung yang maju dan sejahtera”, adapun langkah yang dilakukan dalam mencapai
visi tersebut salah satunya adalah dengan pembentukan program rumah sakit keliling.
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Tetapi di dalam penyelenggaraannya program rumah sakit keliling mengalami beberapa
permasalahan, seperti selalu berkurangnya jumlah kunjungan program di setiap DOB
dalam beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali dengan jumlah kunjungan di Kabupaten
Pesisir Barat yang juga ikut berkurang di setiap tahunnya, sehingga berdampak jumlah
masyarakat yang dilayani menjadi semakin sedikit atau berkurang. Adapun jumlah
kunjungan pasien pada rumah sakit keliling di tiga DOB selama tahun 2013-2016
berdasarkan data dari program rumah sakit keliling dan data catatan rekam medik
program rumah sakit keliling tahun 2016, dimana rumah sakit keliling sudah melayani
total sebanyak 7178 pasien yang terbagi dalam pelayanan dokter umum, dan empat
pelayanan spesialis dasar (pelayanan spesialis anak, spesialis kebidanan/ kandungan,
spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam) serta beberapa bentuk pelayanan
penunjang yang lainnya seperti tht, radiologi dan anastesi. Lebih rinci mengenai jumlah
kunjungan pasien tersebut dapat dilihat ada tabel I dibawah ini:

Tabel 1
Data jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit Keliling tahun 2013-2016 di tiga

DOB

No Tahun Jumlah
1 2013 2.567
2 2014 1.961
3 2015 1.499
4 2016 1.151

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien secara
keseluruhan yaitu di tahun 2013 sebanyak 2.567 kunjungan, kemudian pada tahun 2014
sebanyak 1.961 kunjungan, ditahun 2015 sebanyak 1.499 kunjungan, dan ditahun 2016
sebanyak 1.151 di tiga DOB. Sedangkan untuk lebih rinci mengenai jumlah kunjungan
pasien program rumah sakit keliling pada daerah opersional Kabupaten Pesisir Barat
pada tahun 2013 - 2016, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah kunjungan pasien rumah sakit keliling pada daerah operasional

Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013 – 2016

No Tahun Jumlah pasien
1 2013 481
2 2014 348
3 2015 162
4 2016 132

Sumber: Data catatan rekam medik program rumah sakit keliling tahun 2013-2016.

Berdasarkan dari tabel 2 diatas, untuk jumlah kunjungan pasien program rumah
sakit keliling pada daerah operasional kabupaten Pesisir Barat yaitu pada tahun 2013
sebanyak 481 kunjungan, tahun 2014 sebanyak 348 kunjungan, tahun 2015 sebanyak
162 kunjungan, dan pada tahun 2016 sebanyak 132 kunjungan, dengan total jumlah
kunjungan pasien secara keseluruhan di kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1154 pasien.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada kunjungan pasien untuk daerah operasional
rumah sakit keliling yaitu Kabupaten Pesisir Barat tersebut terjadi penurunan jumlah
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pasien secara dratis disetiap tahun, penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya
jumlah kunjungan dari program rumah sakit keliling.

Berdasarkan dari data diatas terlihat bahwajumlah kunjungan masyarakat dari
tahun 2013-2016 terjadi penurunan secara menyeluruh disetiap tahun, tidak terkecuali
dengan jumlah kunjungan pasien rumah sakit keliling di daerah operasional kabupaten
Pesisir Barat yang juga mengalami penurunan dietiap tahunnya. Penurunan jumlah
pasien tersebut bukan karena faktor kesehatan masyarakat yang meningkat, tetapi
karena jumlah kunjungan operasional rumah sakit keliling yang berkurang, khusunya
seperti juga yang terjadi pada daerah operasional kabupaten Pesisir Barat.

Didalam setiap program yang dijalankan pasti memiliki permasalahan atau pun
kendala yang terjadi dalam penyelenggaraannya, tidak terkecuali dengan program
rumah sakit keliling dalam operasionalnya di kabupaten Pesisir Barat. Walaupun
program rumah sakit keliling merupakan program unggulan dari pemerintah Provinsi
Lampung tetapi dalam penyelenggaraanya program rumah sakit keliling masih
mengalami beberapa kendala.atau permasalahan.

Dalam sebuah kebijakan atau program proses implementasi merupakan hal
penting dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal, semakin baik
dalam implementasi sebuah program, maka tingkat keberhasilan sebuah program akan
semakin tinggi dan sebaliknya jika pengimplementasian suatu program tidak maksimal,
maka tingkat keberhasilan sulit untuk tercapai (Kamil, 2014). Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu: (1).
Bagaimana implementasi program rumah sakit keliling pada daerah operasional
Kabupaten Pesisir Barat?, (2). Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat
implementasi program rumah sakit keliling pada daerah operasional Kabupaten Pesisir
Barat?

2. Landasan Teori
MenurutDunndalamPasolong(2010:39) mengatakanbahwa“Kebijakan

publikadalahsuaturangkaian pilihan-pilihanyangsaling berhubungan
yangdibuatolehlembagaataupejabatpemerintah padabidang- bidangyang
menyangkuttugaspemerintahan, sepertipertahanankeamanan, energi, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan masyarakat,kriminalitas, perekonomian danlain-lain”.
MenurutUdojidalamAgustino (2008: 140) mengatakanbahwa, pelaksanaan kebijakan
adalahsesuatuyangpentingbahkanmungkinjauh lebihpenting dari pada
pembuatankebijakan. Kebijakan-kebijakanhanya akansekedar berupaimpianatau
rencanabagusyangtersimpanrapi dalamarsipkalautidak diimplementasikan.

Keberhasilansuatu implementasi kebijakan dapat diukuratau dilihat dari
prosesdanpencapaian tujuanhasilakhir(output), yaitutercapaiatautidaknya tujuan-tujuan
yangingindiraih (Hasim, 2014). Halinitakjauh berbedadengan apayang diutarakan
Grindle dalam Agustino(2008:139) bahwa pengukuran keberhasilanimplementasidapat
dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakahpelaksanaan
programsesuaidenganyangtelah ditentukan yaitumelihat pada actionprogram dari
individual projectsdan yangkeduaapakahtujuanprogramtersebuttercapai.

Program menurut Jones (1984) adalah cara yang disahkan untuk mencapai
tujuan. Dalam pengertian tersebut digambarkan bahwa program-program adalah
penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini,
program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah
yang telah ditetapkan (Cakrawijaya & Nuroji, 2014). Program layanan akan selalu
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dihadapkan kepada tantangan inovasi, meskipun menghadapi berbagai hambatan dan
rintangan yang dapat menghambatnya (Hutagalung, 2017).

Inovasi sektor publik oleh OECD (2012) sebagai implementasi oleh organisasi
sektor publik yang baruatau proses kerja atau produk yang meningkat secara signifikan,
termasuk peralatan yang digunakanuntuk layanan ini.Moore (2005) mengemukakan dua
model yang berbeda untuk memahami inovasi di sektor publik. Pertama, sebagai suatu
fundamen khusus yang memiliki implikasi besar; dan yang kedua pembagian yang
mirip dengan divisiantara inovasi radikal dan inkremental dalam literatur manajemen
inovasi, yang pertamamemiliki kekuatan untuk mengubah sistem sosio-ekonomi kedua
yang lebih luas dan menghasilkan yang terbarusolusi.Selanjutnya, Moore menyajikan
setiap model tentang berbagai hal, yang pertama berkaitan dengan inovasi,yaitu inovasi
dan proses penting yang memungkinkannya menyebar; dan akhirnya, pada isu
sepertistruktur organisasi, pembiayaan, budaya, dll.

Untuk melihat bagaimana kinerja program rumah sakit keliling dalam
operasionalisasinya pada Kabupaten Pesisir Barat, digunakan tujuh dimensi penilaian
kinerja implementasi program menurut Ripley dalam Purwanto dan Sulityatuti (2012:
106-110), yaitu:

1. Akses. Dimensi akses digunakan untuk mengetahui bahwa apakah program atau
pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Akses juga
berkaitan dengan cara agar program mudah dikontak oleh masyarakat yang
menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut. Akses juga
mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok
sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang ada pada dirinya,
seperti: jenis kelamin, suku dan agamadengan demikian tidak terjadinya
dikriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program
karena karakteristik yang melekat ada individu atau kelompok.

2. Cakupan (coverage)
Dimensi ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang
sudah mendapatkan pelayanan oleh suatu kebijakan publik yang
diimplementasikan. Dalam hal ini program rumah sakit keliling Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung pada daerah operasionalnya di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Frekuensi
Dimensi frekuensi merupakan dimensi untuk mengukur seberapa sering
kelompok sasaran dalam memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu
kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin
baik implementasi suatu kebijakan atau program tersebut. Dimensi frekuensi
sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi
program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang
kali secara rutin  yaitu mingguan atau bulanan.

4. Bias (penyimpangan)
Dimensi Bias (penyimpangan) merupakan dimensi yang digunakan untuk
menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara kebijakan
mengalami pembiasan atau penyimpangan, dalam artian bahwa apakah program
juga diberikan kepada kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran, atau
kelompok masyarakat yang tidak berhakuntuk menikmati atau mendapatkan
bantuan, hibah, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu
kebijakan atau program.

5. Ketetapan Layanan(Service Delivery)
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Dimensi ketetapan layanan menjadi salah satu penilaian dalam mengetahui
keberhasilan suatu implementasi program.

6. Akuntabilitas
Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam
menjalankan tugas pelaksanaan kebijakan kepada kelompok sasaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah hak kelompok
sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran
apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau merupakan bentuk
pelanggaran.

7. Kesesuaian Program Dengan kebutuhan
Dimensi ini berkaitan dengan relevansi program tersebut dengan kebutuhan
nyata yang muncul pada kelompok sasaran. Program yang relevan dengan
kebutuhan akan memudahkan implementasi dan penerimaannya.

3. Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam rangka penelitian ini
meliputi: a) sumber data primer. b) sumber data sekunder. Fokus penelitian adalah
Implementasi Program Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang
dikaitkan dengan teori indikator kinerja implementasi menurut ripley yang meliputi
tujuh dimensi kinerja yang dapat digunakan untuk menentukan hasil sebuah kebijakan
yaitu: Akses, Cakupan (coverage), Frekuensi, Bias, KetetapanLayanan(Service
Delivery), Akuntabilitas, KesesuaianProgramdenganKebutuhan. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Implementasi Program Rumah Sakit Keliling Pada Daerah Operasionl
Kabupaten Pesisir Barat.

1. Akses
Berdasarkan hasil penlitian yang didapat, untuk lokasi penyelenggaraan program

rumah sakit killing di salah satu daerah operasional yaitu di Kabupaten Pisisr Barat,
dilaksanakan di puskesmas setempat yang diakukan secara bergantian. Selama
penyelenggaraan kegiatan di kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2013-2016 sudah ada
tiga puskesmas yang sudah pernah menjadi lokasi dari penyelenggaraan program
tersebut salah satunya di puskesmas Krui. Pemilihan puskesmas sebagai lokasi
penyelenggaraan kegiatan dalam setiap kunjungannya peneliti menilai sudah tepat jika
kegiatan dilakukan di puskesmas-puskesmas tersebut karena lokasi dari puskesmas itu
sendiri sudah banyak diketahui oleh masyarakat setemat, karena memang puskesmas
juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, selain itu
juga pemilihan puskesmas sebagai lokasi kegiatan karena mempertimbangkan bahwa
pukesmas nantinya akan dijadikan sebagai tempat penjaringan pasien dan pemulihan
bagi pasien yang telah menjalani operasi. Untuk mnaapai lokasi puskesmas pusksmas
yang ada di Kabupaten pesisir Barat bagi masyarakat sendiri, tidak ada kesulitan untuk
mencapai lokasi puskesmas tersebut,karena Kabupaten Pesisir Barat sendiri dilintasi
oleh jalan lintas barat Sumatra sehingga akses jalan menjadi mudah. Untuk di
Kabupaten Pesisir Barat terdapat tiga puskesmas yang pernah menjadi lokasi
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penyelenggaraan program rumah sakit keliling, yaitu puskesmas Krui di Kecamatan
Pesisir Tengah, Puskesmas Ngambur di Kecamatan Ngambur, dan puskemas Biha di
Kecamatan Pesisir Selatan.

Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan penyampaian informasi kepada

masyarakat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, untuk penyampaian
informasi mengenai kunjungan program rumah sakit keliling di Kabupaten Pesisir Barat
sendirin dilakukan dengan berbagai cara, serta melibatkan berbagai pihak. Untuk
penyampaian informasi sendiri dilakuakan dengan melibatkan tenaga tenaga kesehatan
yang ada disana seperti bidan-bidan desa, kader kader posyandu yang ada disana untuk
menyampaikan kepada perangkat desa, selanjutnya menyampaikan informasi tentang
kunjungan rumah sakit keliling tersebut kepada masyarakat melalui pengumuman-
pengumuman di mesjid-mesjid, dan pada saat pengajian-pengajian dan lain sebagainya,
dengan harapan agar masyarakat mengetahui adanya kunjungan rumah sakit keliling
tersebut di daerah mereka dan datang mengunjungi. Berkaitan dengan bentuk
penyampaian informasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Lusi Damayan,
selaku Kepala Seksi Program Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung, beliau mengatakan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara
berjenjang, mulai dari kami yang terlebih dahulu menghubungi pihak Dinas Kesehatan
kabupaten setempat, untuk menujuk salah satu puskesmas untuk di jadikan sebagai
lokasi kegiatan rumah sakit keliling ini, baru dari puskesmas menyamaikan informasi
kepada masyarakat melalui bidan bidan desa juga perangkat desa untuk memberitahu
masyarakat. (Hasil wawancara tanggal 23 Mei 2017).

Kesamaan Akses
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi dari

penyelenggaraan program rumah sakit keliling sudah tepat, dari segi komunikasi dalam
hal ini pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kunjungan program sudah
berjalan dengan baik, dan kesamaan akses terhadap semua golongan masyarakat dalam
pemberian pelayanan sudah terjadi. Dengan demikian untuk dimensi Akses pada
implementasi program rumah sakit keliling daerah operasional Kabupaten pesisir Barat
sudah berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khoruddin winangun
dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa untuk pelayanan dari rumah sakit keliling
ini semua masyarakat kita persilahkan untuk datang dan menerima pelayanan dari
rumah sakit keliling ini, siapa saja boleh, terbuka untuk siapapun karena tujuan kita
adalah untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan
kerumah sakit karena rumah sakit jauh dari tempat mereka. (Hasil wawancara ada
tanggal 09 Mei 2017)

2. Cakupan (coverage)
Didalam dimensi cakupan terdapat dua prosedur yang digunakan untuk

mengukur besarnya jumlah cakupan, yaitu:
1.  Ketepatan Kelompok Sasaran
Di dalam sebuah implementasi suatu program, pihak implementer perlu

menetapkan siapa yang menjadi kelompok sasaran suatu kebijakan atau program, baik
itu keluarga miskin, petani, anak sekolah dan sebagainya. Pada program rumah sakit
keliling yang menjadi kelompok sasaran adalah masyarakat yang jauh dari fasilitas
kesehatan, seperti di daerah-daerah DOB yang belum memiliki rumah sakit, salah
satunya Kabupaten Pesisir Barat untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara
rutin. Selain itu juga program rumah sakit keliling juga turut disiakan untuk membantu
mengatasi apabila terjadi kondisi kegawatdaruratan di Provinsi Lampung. Penetapan
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mengenai siapa yang menjadi kelompok sasaran dalam penyelenggaraan program
rumah sakit keliling tersebut seperti yang di ungkapkan dalam wawancara oleh Ibu dr.
Lusi Darmayan, beliau mengatakan bahwa yang menjadi sasaran dari program ini
adalah masyarakat Provinsi Lampung, tapi di proiritaskan terutama bagi masyarakat
yang berada di DOB yang belum memiliki rumah sakit yaitu Pesisir Barat, Mesuji, dan
Tulang Bawang Barat (Hasil Wawancara tanggal 23 Mei 2017).

2. Proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat
layanan terhadap total kelompok target. Berdasarkan hasil penelitian, untuk program
rumah sakit keliling dalam pelaksanaanya termasuk di Kabupaten Pesisir Barat, pihak
penyelenggara tidak menetapkan berapa jumlah target masyarakat yang harus dilayani
sebab program rumah sakit keliling bukan merupakan program yang harus menetapkan
berapa jumlah target pasien yang harus dilayani, namun hanya untuk membantu
mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari fasililtas
kesehatan. Namun sejak penyelenggaraan program rumah sakit keliling di salah daerah
operasionalnya yaitu Kabupaten Pesisir Barat, program ini sudah melayani sebanyak
1154 masyarakat, jumlah tersebut didapat dengan total jumlah kunjungan program
sebanyak 7 kali saja dari tahun 2013-2016. Jika di hitung rata-rata dalam setiap
kunjungan ke Kabupaten Pesisir Barat melayani sekitar 164 masyarakat dalam satu kali
melakukan kunjungan.

3. Frekuensi
Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, untuk frekuensi program rumah sakit

keliling dalam kunjungannyan di tiga DOB pada perencanaanya diawal pembentukan
program pada tahun 2012, kunjungan program dilakukan hanya sebanyak 2-3 kali saja
kunjungan dalam satu tahun di setiap DOB termasuk di Kabupaten Pesisir Barat sendiri,
jumlah tersebut tidak pernah bertambah di setiap tahunnya hingga sampai saat ini,
bahkan semakin berkurang, temasuk juga dalam kunjungannya ke Kabupaten Pesisir
Barat yang juga semakin berkurang jumlah frekuensinya, untuk saat ini Kabupaten
Pesisir Barat sendiri paling banyak menerima kunjungan hanya sebanyak 3 kali saja,
yaitu pada tahun 2013. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulakan bahwa
untuk Frekuensi program rumah sakit keliling dalam operasionalnya di kabupaten
Pesisir Barat masih sangat rendah, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016
dimana frekuensinya hanya masing masing di lakukan sebanyak satu kali saja. Dengan
demikian untuk dimensi frekuensi dalam operasionalnya di Kabupaten Pesisir Barat
masih sangat rendah.

4. Bias (penyimpangan)
Penyelenggaraan rumah sakit keliling dilakukan secara rutin hanya diperuntukan

untuk masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan di rumah sakit saja, dalam hal ini
DOB, salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan untuk Provinsi
Lampung secara keseluruhan program ini hanya disiagakan saja Namun tidak menutup
kemungkinan jika rumah sakit keliling juga turut membantu jika terjadi
kegawatdaruratan di luar lingkup Provinsi Lampung atau di Provinsi lain jika
dibutuhkan walaupun bukan menjadi sasaran rumah sakit keliling. Tetapi sampai saat
ini dalam penyelenggaraannya program rumah sakit keliling belum pernah melakukan
pelayanan selain untuk masyarakat Provinsi Lampung, dalam artian lain pelayanan yang
diberikan sejauh ini baru hanya untuk masyarakat di Provinsi Lampung saja yang
menjadi sasaran, terutama bagi masyarakat yang berada di DOB. Berdasarkan
pembahasan diatas untuk program rumah sakit keliling dalam pemberian pelayanan
tidak terjadi pembiasan atau penyimpangan kepada kelompok yang bukan menjadi
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sasaran, sebab sasaran program adalah keseluruhan Provinsi Lampung. Dengan
demikian implementasi program rumah sakit keliling dalam penyelenggaraannya tidak
terjadi pembiasan atau penyimpangan.

5. Ketetapan Layanan (Service Delivery)
1. Waktu
Berdasarkan pembahasan mengenai indikator ketetapan waktu diatas dapat

disimpulkan bahwa penjadwalan dalam setiap kegiatan sangat penting, namun di dalam
kunjungan program rumah sakit keliling ke DOB, seperti dalam kunjungan ke
Kabupaten Pesisir Barat, dalam penyelenggaraan program ini tidak ada kepastian kapan
waktu kunjungannya, sehingga penjadwalan seakan hanya formalitas saja, namun sering
tidak terlaksana, hal tersebut karena operasional tergantung dari turunnya anggaran,
sehingga akibatnya menimbulkan persoalan tersendiri, sedangakan untuk jadwal jika
sudah berada di lokasi kegiatan sudah berjalan sebagaiman seharusnya. Dengan
demikian pada ketetapan waktu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2. Aturan
Berdasarkan pembahasan mengenai dimensi ketetapan layanan tersebut, yang

mencaku indikator waktu dan aturan, maka dapat disimpulkan bahwa didalam
penyelenggaraan program rumah sakit keliling jika dilihat dari dimensi ketetapan
layanan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, khusunya pada indikator waktu.

6. Akuntabilitas
1. Sikap Implementer
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulakan bahwa sikap pelaksana

dalam menjalankan program rumah sakit keliling tersebut masih belum baik. Hal
tersebut terlihat dari sikap pelaksana program yang masih kurang memiliki rasa
tanggung jawab dalam melaksanankan program, dalam hal ini sikap pelaksana seakan
pasrah dengan permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan program rumah sakit
keliling tersebut tanpa mencari jalan keluar yang tepat.

2. Hak Masyarakat
Berdasarkan pembahasan mengenai dimensi akuntabilitas yang mencakup dua

indikator yaitu sikap implementer dan hak masyarakat tersebut, dapat disimpulkan
bahwa dimensi akuntabilitas dalam implementasi program rumah sakit keliling tersebut
di salah satu daerah operasionalnya yaitu di Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya
berjalan dengan baik, khususnya pada indikator sikap imlementer.

7. Kesesuaian Program Dengan kebutuhan
Dibentuknya program rumah sakit keliling oleh pemerintah Provinsi Lampung

melalui Dinas Kesehatan Provinsi selaku penyelenggara program dibentuk karena
mempertimbangkan masih minimnya fasilitas kesehatan di beberapa DOB di Provinsi
Lampung, salah satunya Kabupaten Pesisir Barat, dan mayarakat juga menyambut baik
adanya program rumah sakit keliling tersebut saat berkunjung ke daerah mereka.

Berdasarkan data mengenai penilaian kinerja program rumah sakit keliling pada
daerah operasional Kabupaten Pesisir Barat yang dihubungkan dengan ketujuh dimensi
penilaian kinerja program menurut Ripley tersebut, dapat dilihat bahwa dari ketujuh
dimensi tersebut terdapat empat dimensi yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan
tiga dimensi lainnya belum berjalan dengan baik sepenuhnya.



224 | Simon Sumanjoyo Hutagalung, et al.

Prosiding Seminar NasionalPenelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Program Rumah
Sakit Keliling Pada Daerah Opersional Kabupaten Pesisir Barat.

1. Faktor pendanaan
Dipahami bahwa faktor pendanaan sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan
suatu program, tetapai dalam implementasi program rumah sakit keliling, faktor
pendanaan menjadi salah satu penghambat dari implementasi program rumah
sakit keliling, sehingga berpengaruh pada implementasi program tersebut
menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini seharunya sistem pendanaan harus lebih
diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian tersebut, mengingat
program rumah sakit keliling merupakan program unggulan dari pemerintah
Provinsi Lampung dimana seharunya didukung dengan pendanaan yang baik
pula sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

2. Keterbatasan tenaga dokter spesialis
Berdasarkan pembahasan diatas diketahui bahwa ketersediaan tenaga dokter
spesialis menjadi  salah satu penghambat dari kelancaran program rumah sakit
keliling, dokter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan
program tersebut, oleh sebab itu diharapkan dalam penyelenggaraan program
rumah sakit keliling, pihak penyelenggara dapat melibatkan lebih banyak lagi
dokter-dokter untuk bersama-sama dalam menjalankan program rumah sakit
keliling tersebut.

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam

pengimplementasiannya program rumah sakit keliling Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung dinilai belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena masih terdapat
beberapa dimensi yang belum berjalan maksimal dari ketujuh indikator kinerja
implementasi serta masih ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya
implementasi program tersebut. Secara detail, kesimpulan tersebut sebagai berikut;

1. Implementasi Program Rumah Sakit Keliling Pada Daerah Operasional
Kabupaten Pesisir Barat. Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti
mengenai ke tujuh dimensi implementasi program tersebut sebagai berikut:
a. Dimensi akses program rumah sakit keliling pada daerah operasional

Kabupaten Pesisir Barat sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dalam
indikator ketepatan lokasi dan kemudahan diakses oleh masyarakat, selain
itu komunikasi dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat sudah
cukup baik dan efektif serta memperoleh akses yang sama untuk
mendapatkan pelayanan tanpa perbedaan.

b. Dimensi cakupan (coverage) untuk cakupan pasien dari program rumah sakit
keliling ini sudah cukup banyak yaitu sudah melayani sebanyak 0,73% dari
total jumlah penduduk Kabupaten Pesisir mengingat program rumah sakit
keliling yang bersifat sesi yang hanya beberapa kali dalam satu tahun dan
hanya berlangung tiga hari di lokasi penyelenggaraan.

c. Dimensi frekuensi program rumah sakit keliling pada daerah operasional
Kabupaten Pesisir Barat masih sangat rendah yaitu paling banyak hanya 3
kali dalam satu tahun.
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d. Dimensi bias program rumah sakit keliling tidak pernah terjadi pembiasan
kepada kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran, sebab sasaran
program rumah sakit keliling adalah seluruh masyarakat di Provinsi
Lampung, tetapi memang masyarakat yang di berikan pelayanan secara rutin
adalah masyarakat yang berada di DOB, salah satunya adalah Kabupaten
Pesisir Barat.

e. Dimensi Ketetapan Layanan berupa waktu belum terlaksana dengan baik
karena jadwal kegiatan yang tidak pasti dan aturan sudah sesuai dengan
aturan yang ada. Sehingga untuk dimensi ketetapan layanan belum
terlakasna dengan baik sepenuhnya.

f. Dimensi Akuntabilitas sikap pelakana saat memberikan pelayanan kepada
masyarakat dilokasi sudah cukup baik dalam memberikan hak masyarakat,
namun sikap penyelenggara terhadap program belum sepenuhnya memiliki
rasa tanggung sepenuhnya.Sehingga untuk dimensi akuntabilitas belum baik
sepenuhnya.

g. Dimensi Kesesuaian program dengan kebutuhan ,program ini sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat khusunya masyarakat Pesisir Barat.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Rumah Sakit Keliling Pada
Daerah Operasional Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa terdapat dua faktor yang
menjadi penghambat sehingga berengaruh kepada jalannya implementasi
program rumah sakit keliling pada didaerah operasional Kabupaten Pesisir
Barat, adapun kedua faktor tersebut adalah:
a. Faktor pendanaan, faktor pendanaan menjadi salah satu penghambat

kelancaran implementasi dari program rumah sakit keliling sehingga
implementasinya menjadi tidak berjalan dengan baik sepenuhnya.

b. Faktor keterbatasan tenaga dokter spesialis yang ada, sehingga hal tersebut
ikut menjadi penghamabat implementasi program rumah sakit keliling, yang
berdampak kepada pelayanan yang diberikan terkadang tidak maksimal.

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait selaku pihak yang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan program rumah sakit keliling pada daerah operasional
Kabupaten Pesisir Barat tersebut, antara lain:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan dapat menambah jumlah
kunjungan disetiap tahunnya, khususnya untuk Kabupaten Pesisir Barat,
sehingga akan lebih sering masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

2. Memaksimalkan kembali koordinasi antar pihak-pihak yang terkait, guna
mencari solusi-solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam program rumah
sakit keliling tersebut, sehingga akan lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya.

3. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dapat menggandeng lebih
banyak lagi tenaga-tenaga dokter spesialis, sehingga jika ada spesialis yang
berhalangan hadir dapat digantikan dengan tenaga spesialis yang lainnya
sehingga tidak sering terjadi kekurangan dokter spesialis.

4. Dalam hal penganggaran, diharapakan ada sistem penganggaran yang matang
untuk program ini, sehingga tidak terjadi pemotongan atau keterlambatan
turunnya anggaran, sebab anggaran berpengaruh sangat besar kepada kelancaran
jalannya implementasi program rumah sakit keliling tersebut.
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